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YAYASAN MANARUL HUDA SAMHUDIYAE
(selanjutnya dalam anggaran casar

digingkat dengan Yayasan), berkedudukan darn

warkantor pusat di Kampung Banaz, Rukun Tetanggs

02, Rukun Warga 07, Desa Har katijaya, Ke

Bukajaya, Kabupaten Bogor.-——=

Yayasan dapat membuka kanter cabang atad perwakilan
gi tempat lsin, baik di dalam maupun &i luar
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan —-—
pengurus dengan persetujban Pembina.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,

Keagamaan dan Kemanusisan.

Untuk mencapai maksud dan tujusn terssbut diatas, ===

yayasan menjalankan kagiatarn satagal berikit o smme——=

1. Dibidang sosial: = S
| a. Mendirikan lambaga formal, seperti: Taman Kanak-

{Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggily =——-=====

} b. Mendirikan lembaga non formal, ssperfl Xursus ==
bahasa asing, komputer, bimbingan pelajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dinij, TQA (Taman Qur’an -
antuk Anak), TEA (Taman Pendidikan Al Que’anl, -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --

Halajar Maasyavakat (PKBM). —=—=====r—===-m=====

&. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,

dan Labolatorium. ===

d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu,
idhuafa dan Panti Jompa. ————m—mmmws—————os-—ssss

Ie. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -==—=—

pengetahuan; seperti: seminazr, dishkw

ceramah.

f: Menyelenggarakan studi ban:lir\g:

9. Menyelenggarakan Pembinaan Olafiraga, -—-=-===="="

(5]




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5533.AH.01.04 Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Surat  permohonan  dari  Notaris  Yaseer Arfur, SH. MKn nomor
! 108/SPMN.YA/VII2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal permohonan pengesahan akta
pendirian yayasan vang diterima tanggal 09 Agustus 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilnkukan penelition terhadap Akta Pendirion Yayasan yang di
sampaiken kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, skia tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayssan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48947},

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Hukum den Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Y

w

-

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akia Pendirian ;
YAYASAN MANARUL HUDA SAMHUDIYAH
NPWP ; 31.537.588.1-434.000

berk:duduknn di Kempung Banar, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07, Desa

tan Sukajays, 1P Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 09
tanggal o7 Mn 2012 yang dibuat olch Notaris Yaseer Arafat, SH, M.Kn
berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2012

i MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ISTRASI HUKUM UMUM

A.n. MENTERI HUKUM DAN
DIREKTUR JENDE

AN




Jalan

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tegar Beriman No, 40 Cibinong 18914 Telp. 021)3751090 Fax. (021) BT50871
Website : dpmptsp bogorkab.go id | Emall *dpmptsp. begerkab@amail com

Menimbang -

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nemor : 421.1/076/ 00020/DPMPTSP/2017,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM CINTA RASUL
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

a.

BUPATI BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelaydnan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakat; serta mewujudkan
pelaksanaan wajib bels endidikan dasar, perlu memberikan lzin
Pendirian Taman Ka anak (TK) Swasta Islam Cinta Rasul yang
berlokasi di Kp. Cilame RT.002 RW.011 Desh Sukamaju Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bugm

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang lzin
Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Cinta Rasul yang
berlokasi di Kp. Cilame RT.002 RW.011 Desa Sukamaju Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabugaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); TI

Undang-Undang Nomor 28 Talhun 1999 téntang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups|, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Td.hun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Intlonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 teptang Guru dan Dosen
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomear 41,
Tambahan &mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndﬂnema Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah; tdrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

i Nomor 292, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

' Nomor 5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);

, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

! atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
y Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

14}

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);"

Peraturan Pemerintal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Mililk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 92, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Mernengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk  Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah Menengah

. Perrama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Alivah [SMA/MA);

. Peraturan Menteri Pendidikah Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

. Kabupaten /Kota schngn'jmana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendicikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang

* Perubahan atas Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15

=~

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota (Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 464},

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun

, 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
| Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);

18,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
{Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);



Memperhatikan :

20.

2

22:

23:

25

26.

2

=

28.

29.

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah [blidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 813); :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirtan, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Bgrita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607): .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); :

Peraturan Menteri Pendidilan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik lndonesl‘iﬂ Tahun 2014 Nomer
1279).

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok Pokok Pengriclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boger Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomer 37); J

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan |Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 56,

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12y Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Namor 96); .

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi derta Tata Kerja Dinas
Pendidikan (Berita Dasrah Kabupaten Bogor [fzhun 2016 Nomor 45},
Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kemja Dinas
Penanaman  Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daersh Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

Peraturan Bupat Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nenperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2J; dan L
Keputusan Bupati Bugor Nomor 200/591/Kps/Per-UU/2017 tanggal
2 November 2017 tentang Penunjukan dan Kewenangan Pelaksana
Harian (Plh) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mabusia Republik
Indonesia Nomor AHU-5533,AH.01.04{Tahun 2012 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Mangrul Huda Samhudiyah,
tanggal 06 September 2012,
Rekomendasi Camat Cigudeg Nomor : 421.1/14B8-Pel., tanggal 13
Maret 2017;
Surat Keterangan Domisili TK Cinta Rasul, Desa Sukamaju
Kecamatan Cigudeg Nomor @ 474/004/1/2017, tanggal 20 Januari
2017, %
Rekomendasi UPT Pendidikan XXIl Kecamatan Cigudeg Nomor :
421.1/016-UPTP, tanggal 31 Januari 2017;
Surat Persetujuan Warga Kp. Cilame RT.002 RW.011 Desa
Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pe‘r}didiknn Anak Usia Dini
[PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal
16 Februari 2017, L

i



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN MANARUL HUDA SAMHUDIYAH

Alamat : Kp. Banar RT.002 RW.007 Desa Harkatjaya
| Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor,

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Na‘ma PAUD : TKISLAM CINTA RASUL
Alamat : Kp. Cilame RT.002 RW.011 Desa Sukamaju
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Pep:ber'nn izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepamang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang—unda.ngan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap
awal tahun pelajaran kepada Dmas Pendidikan, serta penyelenggara
atau satuan pendidikan harus ;

a. 'menjamin peserta didik peroleh akses pi 1 pendidikan,
'bagi peserta didik yang crang tua/walinya tidak mampu membiayai
\pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di
daerah khusus;

b.ymelakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
. satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar

Nasional Pendidikan;

memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatarn,
tkabupaten fkota, provinsi, nasional dan internasional;

.imengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan

pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan

komunikasi,

menjamm jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah

-milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai

dengan peraluran,:‘perundang undangan yang berlaku, tidak sengketa

.dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses

ipembelajaran.

i

o

i

o

i
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan
flada yayasan lain maka Keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;

Délam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinva
kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya
menjadi tanggungawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga
merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan
ini batal demi hukum;



KEENAM . Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Cibindng
Pada tanggal 10 November 2017
; |
’ -~~~ a.n. BUPATI BOGOR

l"l,h KEPAL&‘DINAS PENANAMAN MODAL DAN
: PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
mUPATEN {BOGOR

=

ABDUSSUKUR KAK., M.Si
] Pembina Tingkat |
NIP. 196407021993011001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

3, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

4. Inspektur Kabupaten Bogor;

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Relkyat Pada Serda Kabupaten Bogor;

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
7. Camat Cigudeg;
8. Kepala Desa Sukamaju.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010
JI. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640
Telp. 0251 - B847037 Fax : 0251 - 8647037
Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"MANARUL HUDA SAMHUDIYAH"

NOMOR 109

TANGGAL  : o7 ME12012



5 PENDIRIAN YAYASAN
WMANARUL HUDA SAMBUDIYAH"
Nomor :09.

Pada hari ini, Senin, tenggal EUdON Ml di e

ribn duabelas (G7-85-2012). Pukul 10,08 WIB ——-=—w—r==
{sepuluh lewat delapan menit Wakty Indonesia Barati. =
Berhbadapan dengan saya, YASEER ARARFAT, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Hotaris di Kabupsten Eogor; ———
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -

kenal dan akan discbutkanpsda baglan akhir akta r---==

ieiz
1. Nyonya Hajah YOYOH ROGOYAH, Tbu rumah tangga, lahir
di ‘Boger,, pada tanggal dpabelas Dessmber seribu ---

Sembilan ratus enampuluh enam [12-312-1968) -

bartampat tindgal di Kota Boger, Cilsndek; Gang
Makam, Bukun Tetanggs 002, Bukun Warga {5 =—=c=—=

Relurahah Cilandek Barat, Eecamatan Bogor Barat, ——
pemegang Kartu Tanda Pepdudik Nemor: —=——=-=="-——==
32.7104.521266. 0008, Warga Negara Indonesia, -———-=
2. Tuan DEDEN SAMHUDY, wiraswasta, lahir di Bogor, -—-
padz tanggal delapanbalas April seribu sembilan -—-
ratus tujuhpuluh lima {18-04=1975) bertempst ----——
tinggal di f(abupaten Begor, Kampung Banar, --——-——-
Rukun Tetangga 02, Rukun Wargw 07, Desa Harkatjaya,

Kecamatan Sukajaya, pemegang Hartu Tanda -~
penduduk Momor: 32.03.35.180475.02272,

Warga Negara indonesia. e e
Para Penghadap saya Notaris kensl. —=—————=——==="=7"7"
pengan ini memisahikan dari harts kskayaan Berupa uang-
tunai Bp. 10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah). ===-=—-=
Bahwa dengan tidak meagurangi ketentuan peraturan =-=--
perundang-undangan yang berlaku serta dengan lzin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju —==

untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar =

sebagai berikut 3 =

------------ —— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---<-—----=-=




